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KABUPATEN FRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR s TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP KEUANGAN
FEMERINTAH KABIJPATEN PRINGSEWTL]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PRINGSEWU,

a. balwa depgm ftrbinya surat Kepala Arsip Nazional
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/63/2017, tanggal
13 November 2017 tentang Persetujuan Jadwal Retensi
Argip (JREA) Fasilitatif Fungei Keuangan, Kepegawaian
dan Aparstur Sipit Negara serta Substantif Pemerintah
Daerah Kabupaten Pringsewu perlu menetapkan JRA
Kenangan;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimsana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan
Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 {entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2004 Nomior 5, Tambahan Lembaran
Negata Republik Indonesia Nomaor 4335],

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Ferimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1256, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomer 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);



10,

11.

12,

13.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Ta mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 4774},

Undang-Undang WNomor <3 Tahun 2009 ientang
Kearsipan {Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2009 NHomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 5071]);

Undang-Undang Nomor 12 Tshun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-umndangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambakan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lemnbaran Negara Kepublik
Indvniesia Nomnor 3679,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Namor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tshun 20612
tentang Prlaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tertang Kearsipan (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkar Darrah (lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulum Daerah
|Berita Negara Republik Indonesta Tahun 2015 Nomor
2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Fringsewu Nomar 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupsaten Pringsewu (Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor i6);



Menetapkat

i4, Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43

Tahiwn 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Pemerintah Daerah (Berita Daersh Kabupaten
Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
KEUANCGAN FEMERINTAH KABUTATEN PRINGSEWU.

BAB ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Bupali ini yang dimaksud dengan:

1,

2

Daerah adalah Kabupaten Pringsew.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara DPemerintahan Dacrah yang
memimpin pelaksanaan utusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kabupaten Pringsewu.

Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan
vang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip
kepegawaian,

Arsip adalah rekaman Kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan telkmnologi informasi dan komunikasi
yang di buat dan diterima oleh lembaga negzara,
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, Organisas
lemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berncgara.

Arsip Dinamis adalah arsip vang digunakan secara
langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Arsgip Altif  adalah  arsip  vang frekuen i
penggunaannya tinggi dan /atau terus menerus.

Argip Inaktf adalah arsip yang [(rekuensi
penggunaannya telah menurun.



9.

10.

11.

12.

(1)

(2]

(1)

Jadwa! Retensi Arsip vang sclanjutnya dieingkat
JRA adalah daftar yang berisi selkurang-kurangnva
berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis
arsip, dan keterangan yvang berisi rekomendasi tentang
penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, diniai
kembali, atay dipermanenkan yang digunakan sebagai
pedoman penvusutan dan penvelamatan arsip.

Unit Pengolah adalah satnan kerja pencipta arsip yang
mempunyai tugas dJdan  langgungawab mengolah
setmua arsip yang berkaitan dengan kegiatan
renciptaan arsip di lingkungannya.

Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada
pencipla arsip yang memiliki tugas dan tanggungjawab
dalamn penyelenggaraan kearsipan yang meliputi
kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan
arsip dalam suatu system kearsipan nasional yang
didukung oleh sumber daya manusia, prasarand dan
gargna, sertn sumbere daya lainnya.

Lembaga Nepara adalah lembaga yang mernjalankan
cabangcabang kekuasaan Negara yang meliputi
eksekutif, legislatif, dan yudikalil, serta lembaga lain
vang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penvelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BARII
TURJUAN

Pagal 2
Memenuhi Kebutuhan Organisasi, dalam
mewnjudkan pengelolaan arsip yvang efisien, efektif,
mudah dan lancar dalam pelaksanaan kegiatan, juga
dalam rangka penyelamatan arsip yang bernilat statis.

Memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten untuk
menyusun JRA.

BAB IIL
PELAKSANAAN JADWAL RETENSI ARSIP

Pasal 3

Jadwal Retensi Arsip Keuangan disusun oleh Dmas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pringsewu



{2)

(3

(4)

(5}

(1)

{2)

(1)

bersama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Argip Nasional Republik Indenesia.

Jadwal retensi Arsip Keuangan memuat jenis arsip,
retensi atau jangka wakiu simpan minimal, dao
keterangan.

Retensi Arsip jangka waktu simpan untuk arsip
Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan untuk retensi aktilf dan retensi inaktif
berdasarkan kriteria sebgaai berikut:

a. retensi aktif ditetapkan dengan pertimbangan
untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit
pengolah; dan

L. retensi inaktif ditetapkan dengan pertimbangan
untuk kepentingan wunit kerja terkait dan
kepentingan lembaga.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memuat rekomendasi yang menetapkan arsip
dipermanenkan, dimusnahkan, atau dinilai kembaii.

Ketentuan mengenal retensi  arsip Keuangan
tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagan
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB 1V
JANGKA WAKTU

Pasal 4

Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan
dinyatakan selesai,

Kegiaton dinyatakan selesai sebagaimama dimaksud
pada avat {1) dihitung sejak selesainya hak dan
kewajiban, kegiatan dinyatakan selesai
dipertanggungjawabkan dan/fatau setiap tahun
angearan berakhir.

Pasal 5

Retensi arsip scbagaimana dimalksud dalam Lampiran
Peraturan ini memperhatikan keteniuan:

a. peraturan perundang undangan yvang mewajibkan
arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;



b. peraturan perundang-undangan yang mengatur
daluarsa penuntutan hukum; dan

c. kepentingan pertanggungjawaban Keuangarn.

Pasal &

Reltomendasi yang dituanglkan dalam keterangan tentang
penetapan suaty jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali,
dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan
pertimbangan:

a.

keterangan musnah ditentukan apabila pada masa
akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai
guna;dan

. kelerangan permancn ditentukan apabile dianggap

memilild mnilai guna kesejarahan atau nilai guna
sckunder;

. keterangan dinilai kembali ditetapkan pada arsip yang

dianggap berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

BAB V
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Jenis arsip keuangan meliputs:

a.

¢ RO E

5 o

[
H

rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanju Daciah
Perubahan (APBD-F);

pPelyUsSUan angeEaran;
pelaksanaan anggaran,
bantuan/pinjaman luar negeri,

pengelolaan APBD/Dana Pirjaman/Hibah Luar Negeri
(PHLN);

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah [SAKD);
penyaluran anggaran tugas pembantuan;
penerimaar anggaran magas pembantuan;
pengelolaan anggaran pemilu;

perlaksanaan anggaran Pilkada dan anggaran biaya
bantuan Pemilu;

pelaksanaan anggaran operasional pemihi;
pemerintah desa (bagi pemeriniah daerah kabupaten):

. pemerikeaan / pengawasan keuangan daerah.



BAE VII
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 8§

Peratursn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupat: ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringacwu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 10 A7l 2213

BUPATI PRINGSEWU,
dto

BUJADI

Diundangkan di Pringsevwu
pada tanggal 11 ipril 2%

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWI,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewnu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JJDIH Kabupaten Pringsevwu : http:f fjdih _prinssevralkab go idf



LAMFIRAN 1 : PERATURAN BUPATI PRINGSEWLT
NOMOR  : 2
TANGGAL = 13 sprild 2040

FUNGS] KEUANGAN

JANGKA WARL PENYIMPANAN

JENIS J SERIES ARSIF ARTIF TIE KETERANGAN

2 3 4 5

RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAEFAH (RAPBL) DAN
ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-Fi

Penyusunan Drioritas Platon Anggaran PPA]

a. Kebjaken Umum, Renstra, Strategd dan Freritas 2 rahun setelah whur anggarin 3 tahiun Prrmancn
1). Dokumen Keneana Kerja Pemerintah Daerah [RKPD) beralchir
2}). Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perrerintah Daerah [Renja)
b Dokumen Rancangen Kebjjakan Urrum Anggaran (KUAl yang telali | 2 tahun actelah tahun anggaran “Atahum | Prrmones |
dibahas bersama antara DPRD dan Percerintah Daerah berakhir
. KUA beserta Nota Keacpakeatennya T T T Giahun setetah tahiin anggaran | Atahum | Permanen
berakhir
& Dolcimen Rancangen Printiias Plafon Anggeran Sertentara (PPAS] | 2 tahun setelsh tahun anggaran itahun |  Permenen |
heralfair
c. Nolu Kescpukatas PPA R 77T 2tehun setelah tahun anggsten " sStahnn | Permanen
berakhir
T Prio-itas Plafon Anggarsn R T 2tahmp =telah tahun anggeren | 3tshun | Poremenen |
berakhir
_2. Pnnyua;nﬂn Rencana Kerja Anggﬂ.t_ ot C'lrg:niéasi Peranghat Draeran fI?F(A—“ T B
SKPD/OPL)
a Dokumen Fedoman Penyusunan RKA-OPD yang telah disetujui 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun Fermanen

Sekretaris Tacrah berakhir




JANGEKA WAKT PENY:MPANAN

O JENIS / SERIES ARSIF KETERANGAN
NO i KT INAKTIF |
1 2 3 4 5
3 Penvampaian Rancangan Anggeran Pendapatan dan Belanjs Daersh kepada
Drewan Perwakilan Rukiyul Trasiab (DPRD)
a. Pengeniar Mo {ouangan Pemerintah dan Rancangan Peracuran Dacrah 2 mhun setelch wghun anggaran 3 tahun Parmanen
EAPBD: herakhir
1j. Mota Kenangan Pemerintah
2). Materi RAPBD
b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanjz Daerah 2 iahun setelsh tahun anggaran dtahun permanen |
{RAFBD)| aleh Dewan Perwalolan Rakyat Dasrah (DPRD) dan Pamerintah heralehir
Craerah
"¢. Dokumen Fersct_u]ua.n hersama antara DPRD dan Kepala Daersh 2 tahun setelah tahun mlggaran Frzhun Permanen |
tentang Raperda AP3D berakhir
"d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya 7 tahun setelah tahur anggaran 3 tahun Permanen |
hernlthir
Pmampmun Permechonen Evaluasi l-:cpncln 6&3@?@@5@3]} " 2 tahun setelsh tshur snggnrar_l_ I tmhun i Perma.l..nen -
beserta penjabacannya beralchir
f Hasil Evaluasi Guberour tentang RAPBD o T 2 tahun setelah tshur anggaran 3 tahun " Permanen
beradchir
g. Penetapan Perda AFBD oleh Guoerrur beserta Pen_]aha:anrya 2 tahun setelah tahun anggaran | 3 tahun Permanen
berakhir
“h. Peraruran Daerah (PERDA) tentang APBD 2 tahun sctelah tahun anggaren 3tshun |  DPormapen |
berakhir
&, Anggarvan Pendapatan dan Belanja Dasrah Perubahan (RAPBD-F) 2 tahun sstelah tehun anggaman 3 tahun Permanen
berakhir
a. Penyusunat Prioritas Plafon Anggaran Perubahan
1). Kekbijaken Umum, Renstra, Strategi dan Prieritas Perubahan
a). Dokumen encatia Kerja Famerintah Nacrah (RKFDY
bj. Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerje Pemerintah Daerah
c]. Dokumen evaliasi pelaksanaan RKPD _ o -
21 Delimen Rancangan Kebijakan Umum, Anggaran (KUA) Ferubahan 2 tehun setelah rahun anggarar 3 tahun Fermaten

yang te.ah dibohas bersame antara DPRD dan Pemerintah Dascah

herslchir




JANGHA WARL PENYIMPANAN

KO, JENIS / SERIES ARSIP = KETERANGAN
/ AKTIZ TNAKTIF ¢
1 2 2 4 5
3. KUA Perubshan beserts Nola Kesepakatannya 2 -ahin seteleh tahun anggaran 3 tehun Permanen
beralghir
_4]_T:1;Eﬁmcn Rﬂnca.n,gé.t-; Prioritas Mafon !‘mggm-an Semencara [PP}.S]“- 3 :shun seteleh tahun a.nggarr:n 3 tahun Permanen
Perubahan heralchir
5j. Mota Kesepakatan PPA Perubahan 2 wahun setelah tshun anggaran 3 tahun Permanen
berakhir
ﬁ_;.__ Prioritas ﬁﬁﬁ:ngﬁ_ﬁe—mhahm T 2 taliun setelah t-ahun_;ﬁ.ma.r“ an 3 tahun Permancn 1
berakhir
b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisssi Perargkat Daerah
{REA-SKPLOFD) Perubahan
1). Dekumen Pedoman Peryusinan REA-UPD Perubahan yang telah 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun Dindial Remball
disetujui Sekretaria Daerah herrkhir
2). Dolmamen REKA SKID/OPD Perubshan
o, Penyampaian Rancangen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | I o )
Perubahban kepada Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah {DFRD]
1}. Pengantar Neta Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan 2 rghun setelah tehur fRnggaren 3 tehun Permanen
Daerah RAPBLY Perubkailan: Lerakhir
aj. MNota Ksuangan Femerintah
b). Materi RAPBD
Y Hasil Pembahasan Rencana Anggﬂmn Penr'npman ‘dan Belanja 2 tahun setelah tehun BIIEEEI‘EIII yrat 3 tahun " Permanen
Daerah {RAPBL) Perubahan olel Dewan Perwakilan Rekyat Deerah beraldir
{(DPRDY dan Pemerintal Dasrah
3} Dokumen Fersenujuan hersama antara DPRD can Kepala Daecran | 2 tuhun selekab L a suggaran 3 wahun T Permanen |
tenteng Raperda APRT Peruhahan berakhir
4} Dokumen Ranmngan Fenj eharan APRD Perubahan beserta 2 tahun setelah tehun anggaran 3 tahun Permanen
. e lomraransass - haraldhees _ -
5]. Penvar.paian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang 2 tahun setelah tahun anggaran 2tahun Permanen
RAPEBD Perabahan beserta penjaberannya beraldair
f]. Hasil kvaluasi Gubernur tentang BAPBD Parubahen 2 whun sclolah whun anggarai 3 lebiun Permatien

berakoir




JANGEA WAKL PENYIMPANANM

JENIS f SERIES ARSIP KETERANGAN
JENIS / AKTIF INARTIF
2 3 9 5
7). Penctapan Perda APBD Perubahan pleh Gubernur beserta 2 tahun setelah tahun anggaran Atahun Permnanen
Perjabaruannysa _ _h-:rakhi_r_ L
_B_}_Erﬂﬁ;;n_ﬂh;;;h {PRRTIA) tanrang APRTY Periahahan 2 tahun setelah tahun anggaran A tahun Pertnanen
berakhic
PENYUSUNAN ANGOARAN
1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Muastenbong) Kecamatan 1 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun FParmanen
i - e e —— heralehiv... . e e -
2. Muzvawarah Rencana Pembangunan( Musrenbang) Kabupaten 1 labiun setelal tahuu anggaran dwhun Furianen
L e C s 1. heralehir S S — ..
3. Rancangan Dolumen Pelaksanasn Anggaran (RDPA) SKPD/ OFD vang ‘elab 1 tahun sstelsh tahurn anggaran Jtahun P=rmanen
diaetujui Bekretaria Daerab beralehir
‘4. Dolumen Pelalsanaan ﬂnm:ﬁ'—;h—_{ﬁpﬂ] SKP]’],.I'I"]F;I" vang telah digahlan T 1 tahun setelah tehur a;légarﬂ.n Jtehun Permanen
oleh Pejabar Pengelola Keuangan Daersh [PPKI] beralchir
. |PELAKSANAAN ANGGARAN
1. Surat Penyedia Dara (SFF, 3PM dan SF2D): UFP, GU, TU, L3} 2 tahun setelah Perda tentang & tehun Lhniiai Kermaali

prertangpingawasban APRD disahkan
den tindal lanjur hasil pemeriksaan
telah z#iess

2. Pendapatan

& Pendapstan Asli Daerah

1). Surat Ketetapan Pgjak Daerah Z takun setelah Perda teatarg 5tahun Permanen

petangga ngjisawaban APOD disshlkan

dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
telzh selesa:

2). Surat Setoran Pajak[SSP] Daersh entara lain: " Ztahun setelah Perda tentang | Stahun | Musnah
al. Pajak Hotel pertanggungjiawaban AFBL disahlan
b}, Pﬂjﬂh Fealorun dﬂ.ﬂ ti.'l'ldﬂl{ ..3]1].11'[ hasil hﬂﬂil
. keaan telah selesat
r). Pajak Hiburan pemer.

d). Pajak Reklame

¢]. Pajak Penerangan Jalan

f). Pajak Mineral Bukan Logam Banluan
@l Pajak Parlir




JANGHA WAKT PERYIMPANAN

HO. JENIS { BERIES ARSIF KT AT KETE.le_AINGA}I
1 2 2 4 ]
h]. Paak Air Taneh )
i). Paak Sarsng Burung Walzt
jl. POD Sckior Mordesaan dan perlootann
k). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan [BYHTH]
31_?:;.1—:&_'1_-(;{&;15&1 Retribusi Daerah 2 tahun setelal Perda Tentang “Stahun |  Permanen |
pertangpungiawaban APBD disshlian
dan tindak lanjut hasi pemeriksasn
telahy selesai
"4). Bukti Penariken Retribusi, antera lain: - )
a}. Retribusi Jass Umum 2 tahun setelah Penda rentang 5 tzhun Musnah
Ketribusi Pelayanan Kesehatan pertanggungawsban APRD disahkan
Retribusi Pelayanan Persampahan f Keberaihan dan tindak lagjut hasi pemerkm
Retribusi Penggantion Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan telah selesas
Retribusi Pelsyanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayasan Parldr di Tepi Jalan Urnum
Retribusi Pelayanan Fasar
Retrbus Pengaifian Kendarsan Bermotor
Eeiribusi Pemeriksaan Alar Pemadam Kebakaran
Retribusi Peaggentian Biaya Cetzk Peta
- Eetribusi Peagujian Kapal Perikatian
b). Retribusi Jass Usaha } 2 tahur setelah Perda tentang | & tzhurn Musnal

Retribusi Pemnakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pasar Grosir dan/ atav Pertokoan
Eetribusi Tempat Polclangan

Retribus Terminal

Rettibusi Tempat Khusus Parldr

Retibusi Tempat Panginapan f Pesanggrahan f Villa
Petrbum Penyedotas Kalms

Retrbus Rumah Potenng Hewan

Retr-husi Pelayanan Pelabuhan Kapal

Ketr:bus lempat Kelkreasi dan Olah Raga

pertanggungjawaban APED
disahkan dan tindak lanjut hasil

pemerikisaan tolah aclesal




JANCGIA WAKT PENYTHPANAN
ot KETERANGAN
Non JENIE [/ SERIES ARSIP AT T ;
1 2 3 3 5
- Retribusi Penyebrangan di atas Air
Hetribusl Pengolahan Litabah Cair i
Rerribual Penjuatan Produlssi Usaha Dasrah_____ o e
v). Retribusi Perizinan Terterntu 2 tahun setelah Perda tentang S tehun ! Musnah
«  Retrbusi 1zin Mendirikan Bangunan pertanggungjawaban APED :
- Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beraikohol disahkan dan tindak lanjur hasil
- Eewribus [zin Gangguan pemiriksaan telah sclesai
oo, .- FRetmbusilzinTrayek e L _
di. Rettibusi Pengendahean Lalu Lintas
¢}. Retribusi Perpanjangan lan Mempekerjakan l'enzga Kerja
Aging (IMTA)
_5]" ‘Bukti Penerimann Jass Loayanan hezehatan Ma;}rar:akat % rtahun serelah Perda tenteng "B tahum Musnah
pertanggungiawaban APED disghkan
den tindak lanjut has,l pemenksaan
telah selegai
"6). Dusur.en Rasionalitas Hasidl Pengelolaan Kekayeen Dacrah " '2'tahun setelah Perda tentang 5 tehun Permanen
pertanggangjawaban APBD disshlkan
tindalk lanjut hasil pemerikzaen telah
enlesnmi
7). Bukti Penerimaan OPD dari Baden Layanan Umum Z tannn se-elah Perdatentang |5 tahus Linilai Kembali
pertanggungawabat APBD dizahkan
tindale lanjut kasil pemeriksaan telah
selesal
EjEukn Penerimaan Hasil Pengelolaan D_a_n:aﬂcrgu]:r ) 2 tahun secelah Perda tenta.ngm | stahun Musnah
pertanggungiawaban APBD disahkan
dan tindak lanjut hasil permerikszan
telah selesai
Eil'] Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Gtrapada.-Bmk 2 tahun setelah Perda tentang "5 tahun Musnah

pertanggungjawsaban APBD dizahkat
dan tindalk lanjut hasil pemerikeasan
telah selesal




RO,

JENIE f SERIES ARSIP

JANGEA WAKU PENYIMPANAN

AKTTF

INAKTIF

KETERANGAN

2

3

b. Dokumen Penerimazan Dana Perimbangan:
1]. Dana Eagi Haal yang Beraumber dari Pajak dan Bukan Pejak

4

2 rghun serelah Perdatentang
pertanpgrongjawaban APBD disahkan
dan tindak lanjut hasil pernenlossan

telah selesm

2} Dana Bagi Hasil untuk I{éﬂupatcn

. -3]-._ ) .lja:m AluleaaEi Umun-Lni.ff'-'EU.}-

‘2 tahun setelah Perda tentang
pertangpungjawaban APBD disabhkan
tindal lanjut kasil pemerizsaan telah
selesal

2 tahun oetelah Perda tentong
pe-tangpungiawaban APBD disahkan
dan tindak lanjut hasil pemerniksaan

telah selesal

4). Dana Ferirbangan untuk Daerah Yarg Tidak Menerima DAU

5), Dana Alokasi Khusua ‘DAK)

1). Alokasi Dana Penyesuaian

o tahun

5 tahun

5 tahun

2 tahun setelah Perda tenlatg

pc:'tansgunﬁiawnhun APBD disnhkan

den tindalk lanjut hasil pemernlksaan
teloh selesai

2 tahua setelan Perda tentang
perianggungjawabkan APBD disahlion
den tindsk lanjut hasil pemerilcaaan

telah selesal

2 tahua setelan Ferds tentang
pertanggungjeoaban APBD disahlean
dan tindat lanjut hasil pemeriksaan
i telah selesai

2]." Dana Otonomi Khusus dan Dane Bantuan (jpcfﬁéianal Sekelah

5 tahun

Permatien

5 tahua

3 taltun

2 tahun setelah Perda tentang
| pertanggungiowabon APBD discoh.san
{ dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
telah gelesal

B tahun

Musnah

Musnah, kecuali |
daerah yang
memperoleh dans
otonomi khusus,
Permanen




NO.

JENIS / SERIES ARS1P

JANGEA WAKL PENYIMPANAN

AKTIF

INAKTIF

KETERANGAN

2

2

4

3). Bagl Has=il Pajak dari Pemerintsh Previnsi

4). Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

"5). Penetimean Hibah Vang Bersumber dari APBN, Pemerintah Daerah
lainnya ateu Sumbangen Plhak Ketiga

“d. Surat Setoran Bukan Pejak (SSBP)

2 takun setelah Perda tentang
perlangpungjawalion AFBD disahikan
dan tindak lanjut hasl pemeriksaan

telah selesal

2 takun setelah Perds ﬂéﬂtﬂhg
sertanggungiawaban AFBD disahkan

dan tind=k .anjut hasil pemeriksaan
telah s=lesa

7 7 tamun seteiah Perda tentang

sertanggungiawaban AFHL disahlan
dan tindak lanjuat hasil pemerikeaaan
telah selessi

Staban

‘Stahun

Dinilai Kembali

" Stahun

Fermanen

2 tahun setelah Perca tentang
pertanggungawaban AFBD disahlkan
dan tindalk lanjut hasd pemerilisoan

telah selesal

3 tehun setelah Perda tenteng
pertatggungjawaban AFBD disahkan
den tindsak langut haal pemerilisann

telah selesal

5 tahun

n -'-'Etahun_ A

f. DJokumen Pengelolann Barang Milik Negaraf Da=rall

g Dokumen Putang Deerah

“elama barang dimmilikd

Selama pintang belum tertagh

k. Dolairnen Pengelolaan Investasi

a. “I‘:'I.clmtja
a. Dokumen Belanja Langzung
~ Belanja Pegawal
- Belanja Bareng Jasa
- Belanja Modal

Selama muwestas masik ado

2 tahun setelzh Perda
tentang pertanggungjawaban APBD

disahlcan den tindak lanjut dihasilkan
pemenbkoasn telal selesnd

S tahun

Dinilai kembali




JANGEA WAKL FENYIMPANAN

WO, JENIS / SERIES ARSIP AKTIE NAKTIF P[ETEIRAJ"IG{FH
1 2 3 4 5
b. Dokamen Belanja Tidak Langsung 2 tzhun setelak Perda tentang 5 tahun Mus=nah
- FPegawai portangrangjawaban APED
- Hibah disahkan dan tindak lanjut
- Belanjz Bag Hasil hasil pemeriksaan telah selesai
= Subeidi
- Bunga
- Bantuan sosial
-  Bantuan Keuangan
- Belanja tidak terduga o R
4, Pembioyasn Daerah 2 tebun setelah Perda ientang 5 tahun Binilai kembali
a. Bukti Penerimann Pembiavazn pertanggungjawaban APED
- SILPA disaklkar dan tindak lapjut haml
- Tiana Cadangan pemeriksaan telah selesa
- Dapa Bergulir
- Pinjaman Daerah
... Tengalihan Plutang PEBPI meojadi PAD N T o
b. Bukti Pengeluaran Pembiayaan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tzhur Perrianet
- Investasi Jangka Panjang Dalam Eentuk Dane Bergulir tertang pertanggungawaban
-  Peryeraan Modal nada BUMD APPD dizahlken dan -indale
- Perambahan Penyertran Modal pada BUMD lanjut hasil pemerikenan telah
- Pergeluaran dari Dans Cadangan sel2sal
- Permbiayazn begi Usahe Masyarakat Kecll dan Menengah ThIKR)
- Peryersaen Modal kepada Bank Perlireditan Raloyat (BPR) milil
Pererintah Daerah
5. Dokumen Penatausahaan Keuangan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Dinilai kembali
a. Surat Penyedisan Dane (SPD) pertanggungjawabun APBD disulikan
b. Surwi Permushonan Perelaya an (5P dan tindak lanjut hasil pemerlksaan
. Surat Perintah Membarar (SPM) teleh selesal
'~ _ 6. Surat Perintah Pencairan Dane (SP2D)] — e N R
@, Pertanggurgiawaban Fenggunaon Dara 2 tahun setelah Perda teneng 3 tahun Permnanen

&, Dulku Kas Umuam (DKL)
k. Buku Kas Pernbantu (EKP)

c. Ringkasan Perincian Pengeluaran Ohjek

pertangaungawaban AFED
disahian dan tindak lanjut
hasil pemeriksaan celeh selesai




JANGEA WAKL PENYIMPANAN

. JEN15 [ SERIES ARSI? KETERANGAN
NO / AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
d. Releening Koran Bank
e. Laporan Pertanggurgjawaban Fungsional dan Administrasi
f. Buhkli penyetoran Pajak
g Register Perutupan Kas
h. Serita Arara Pemeriksaan
i. _aperan FKealisasi Anggaran (LKA], Neraca, Catalan atas Laporan
At mun rnn
J- Termasuk Arsip Daita Kempater (ALK)
k. Laperan Pendapatan MNegara
l. Laporan Keadasn Kredit Anggaran [LKXRA)
Bulanar /Tiwulan /Semesteran
-?_EﬂET_EBJI_ . e T T/ "2 taun setelah Perda tentang "5 tahun Musnah
periangeunpgawaban APED disahkan
dan tindalk lanjut Lasil pemerikszan
telah selesai
[ 8. Kartu Gaji R CTTTTTTTTITT T Selame yang bersangkutan masib jadi |3 tahun ‘Musnah
pegawal dan tndak lanjat hasil
permnenksaan telah selesa
Em&ﬁ;ﬂgﬂcndaﬂa} QU_ITITJ.I;[_DEE}ETB_UD} 2 lmliun setelals Perda tentang "_Euta.:lmu . PcII‘:.a.nl;n_ T
pertanpgungiawaban APBD disahkan
dem tindak lanjut hasil pemeriksaen
Lelaly melem
10. I;I:rtan,ggungiawaban APBC ) ) T
a). Mater pertanggungjawabar Pelaksanasn AFSI oleh Pemerintah Daerah 2 tahun serelah Perda has! 5 tahun Permanen

h). Nota Pertangguagiawaban Pelaksanaan AFBD sleh DPRD
t]. Pemandangen Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggurgjawaban

d). Jawahan Bupati atas pemandangan urnum Fraksi terhadap Reperda
¢). Persetuuar Bersama Kepaia Daerah dan DPRD terhadap Raperda
fl. Permohonan evaluasi Bupali tentang Kaperda dan RHaperbub

i g). Perda dan Perbup Perteanggung awsban APBD

1entang
pertatgenang aweban APBD
dizsahkan dan tindak lanjut
pemeriksaan telah seesal




JANGESA WAKL PERYTMPANATN

Ha. JENIS / SERIZS ARSIP KITERANCGAN
/ AKTIF INAKTIF
1 2 ! 4 o
11. Laporan Keuangan Takunan terdiri dari : 2 tehun setelah Perds tentang 5 tahun Permaren
2. Laporan Realisasi Anggarar, [LEA]
b. Meraca
c. Catatan atas Laporan Keuangan {Cal.k]
D). [PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGZRT
1. Dokumen Permoheman Pinjaman /Hibah Laar Negerd (Blie Boek) 1 tahun setelah diterbitian 3 tahun Permaren
3. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Merbiayai (Green Book) | 1 tahun seielah Loan Agreemen: | 3 tahun Permaren |
Ditoadotongai
4. Dokumen Memwrmendum of Understeawding  Mol), can duhunen sejenisinya 2 tahun actelah perjasyjian pajarnan 5 tahun Permaien
berakhir
4. Deolutmen Lonn Agresrremt (PFHLN| reperti : Tingft Agreement, Legal Comion, 2 tahun =etelah perjaniian pinjaman 5 tahun Permmanen
Surat memvursat dengan Lender berakhit
5. Dokutnen Alokasi dan Relckasi Pcnggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: | 2 tahun setelah perjanjian pinjaman 5tahun | Permanen |
Usulan Luncuran [rana be radelair
5. ﬁph]smsi Pene b Dana BLN bericut lampiraonya : 2 tahun setelah pefjanjian pinjaman 5 tzhun Petmanen |
a. Reimburserent beralhir
b. Direct Payment/Transfer Procecire
c. Special Commitment/ L/ C Opening
d. Special Account/Tmprest Fund
7. Dekumen Otorisasl Peaarikan Dana {Puyment&di_ma T 2 tahun setelah p-ena_njmr pinjarnan 5 tehurn Permanen |
ekl
[ '8, Dokumen Realisasi Pencairan Dara Fm_:amﬂn,." Hibah Luar Neger1, yaitu: Eﬁﬂﬁn_sﬁaa_h-pe_ﬂanjmn pmjarnan- en | E_t_aﬂﬁ_n__‘ " Permanen
Surat Parintah Pencpitaon Dana, 570 beserta ampirannya, antara lain: SPP, aerobbar
Kontrak, BA, dan data pendukung lainnys.
"0, Repienishment (Permintaan Penarican Dana dari Negara Donor) meliputi 2 tahun setelah perjanjian pitjaman | S tahun |  Permazen |
antara lain: No Obection Letter {NOL). Preject Implementation, Notificaticn bergkhir
of Contract, Withdrawal Anthorizehion [WA), Statement of Expenditure [SE)
10 Steff Appraisal Report S "2 tahumn setelah perjanjien pirjaman | 3 tahun Fermanen

barskhir




JAMGIA WAKU PENYIMPANAN

ST
NO. JENIS | SERIES ARSIF AKTIF TRAKTIF KETERANGAN
1 2 3 4 3
11. Report | Laporan yvang terdiri dari: 2 tahun seteleh perjanjian pinjaman 5 tehun Permanen
a. Mrogress Keport berakhir
k. Mozthly Report
c._Querteriy Report e
12 Lapnran Hutang Daerah : 2 tahun seteiah Perda tentang " 5 tahun " Permanen |
a. Laporan Pembayaran Hutang Daerah pertangpungiawabean AFED
b. Laparan Posisi Hutang Dacrah Adisankan
[12. Completion Report/Annual Report o 2 tzhun setelzh perjanjian pinjaman | - Permanen
. beralkhi
14. Ketentuan ! Peraturan yang menyatghkat Pinjaman/Hibah Luar Neger: 1 tehun setelah diperbaharui 5 tahun Permanen
E. |PENGELCLAAN AFBD,; DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI {?HLN})
1. Keputusan Kepala Daerah tertang Penctapar.: Selama masih menjabat o tahun Permencn
a Penpguna Anggaran atsu Knasa Pengoona Anggaran 2 tahun setelah Perda
b. Pejabat Pembuat Komiimen tentang
c. Kuasa Pengguna Barang/.Jasa prrieaggungawaban APBD
d. Bendehsras Umum Doeroh don Kusea Sendahara Jmum Daerah disahlean dar Hindak lanjut
e. Pejabat Penandatanganan SPM petneriksazr. telah salesai
f. Berndahara Penerimaan f Pengeluaran
k- Peogelula Davang
termasuk berita aoora serah barang
F |SISTEM AKUNTANS1 KEANGAN JAERAH (SAKL)
1. Manual Imp]cncntasz SISEE'-II'I ﬁ.kuqtarm Kcuangan Daerah (SAKD) Sclama bc]um ada peruhahan 2 tabun Permanen
2. Dokumen :{ebualuan Akuntanal Selama belurm ada perubahan 2 tahun, Permanen
3, ArﬁiE-D_F;cﬁohpﬁter dan Berita Acara Rekonsiliasi ‘2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Musnah
. pertanggungiawaban APED disahkan
dan tinrdai lanjut has] pemerikeaan
telgh selesat
4 Lag Laporm Realisasi ﬂ'sngga.ran dan Feraca HJlanan;Tﬁ;ﬁlaﬁiTnée_ﬁg&Eiﬁ 2 tahun setelah Perda tentané 5 tahun Musnah setelah
perianggungjawaban APELD disahcan menjadi lapoan

keuanpgat




JANGEA WAKU PENYTMPANAN

Denda Katerlamhstan Menyelesaican Pelarijgan, dll

pertanggungjawaban APBD disahkan
dan dak lanjut hasil pemeriksean

Lelaty seleani

N, JENIS / SERIES ARSP KETEEAN{-AN
/ AKTIF } INAKTIF
1 2 3 4 5
3. |[PENYALURAN ANGGARAN TUGAS FEMBANTUAN
l. Surat Fenerapan Pengguna Anpgaran {Kuasa Pengguna Anggaran, 2 tabun secelah Perda tentang 5 tahun Musnah
Berdaharn aluas Pengguna Anggaran Keglatan Pembentuen, termasual pertangeungiasaban APBD disahikan
Spesimen Tanda Tangen dan tidak lanjut hasil pemerksaan
telah selesad
(2. Berkas Permintaan Pembayaran (3PP dan lampirannya © o "7 3 tahun setelah Perdatentang | 5 tahun Musnah
a. SPE-LS, SPP-GU, 833, Daftar Perincian Penggunasn Dana, SPPR-LS, pectanggunpjawaban APBD disahkun
SPDR-L, SPM-LS, 8MM-DU. Bilyet Gire, SPM Mihil dan udak lejut hasil pemeriksaan
b. Penagihan /Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimasan Kas/Ban< beserta telah selesai
c. Permintaan Pelayanan Jasa/ Service Report dan Berita Acara
FPenyelesaian Pekerjaat
3 ) E}.—;E_ﬁékﬂuug Dank T T 2 tahnn setalah Perda tE"I:LT:E-.I.'_lé 5 fnhun 1 Musnah O
pertangguagiawahan APBD disahcan
dan tidak lanjut 168 pemeriksaat
telah srlemni
4. Keputussn Per'.lbul-rua:l l{nkmlng Selauka 1ehening mash a.-:t:f - Dermancn
5. Pembukuan anggwren lercivi dariz o T2 tabun setelsh Perdatentang | & rahun Permanen
Buku Kas Jmum {BKU), Euku Pembantu, Register dan Buku Tambajan pertanggungjawaban APBD disahkan
Da‘tar Pembulman Pencatian; Pengeluaran (I'PP), Daftar Hitrpunan dan tidak lanjut hasi pemerkasan
repcarian [DHP) dan Rekening Koran ' telah seleaad
H. |PENERIMAAN ANGOARAN TUGAY PEMBANTUAN
1. Berkus Penerimaal Keuangan Melakaanaen dan Tugos Pembantuan 2 tehun sstelah Perda tenrang S tahun Musrah
termasuk Dena Sisa atau Pengeluaran lainnya pertanggungjawaban APBD disahkan
dan tidak lanjut haail pemeriikaaan
telah melesgai
5 " Hevkas Denerimaan Psjak termasuk pph 21, pph 22, FPh 23, dan PPn, ' 2 mhun setelah Perda teutang [ Slaln | Musnah




JANGOA WARE PENYTMPANAN
KO JENIZ / SERIES ARSIF = KETERANGAN
/ ARTIR T INAKTIF
1 2 3 4 5
I PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILLT DAR
APBED
1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Diaye Bantaan PEMILL dan
a. Kehijakan Keuanpan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun Perrmanen
Pemilu pertangrungjawabar AP3[ disshkan
dar. tidak lanjut hasil pemeriksann
telan se.esal
b, PeraruranPedumerny Staudds Belanja Pegawai, Darang dan Jasa, | 2 tahun seteloh Perdn tentang Stohun |  Permanen |
Operasional dan Kontingensi unituk Biara Pilkada dan Bantuan Permilu | pertanggungiawabarn APBD disankan
dan tidak lanjut hasil pemneriksaan
tzlah aclean:
c. Hahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KFUD, “4tahun setolah Perda teatarg | 5 tahun Musnah |
FPK, PPS. KPPS dan Panwasda, Permohonan Pengauan RKA KPUD dan | pertanggungawaban APED disahlan
Panwas
d. Berkes Pemjahasar RKA pilkada dan Bantuan Pemilu =~ | 72 wabun setelah Perda tentarg  |Stabun 0 | Vusnah |
pertonggungawaban APHD dieablian
e. Rencoms Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkads dan Bentuan Pemilu Kaf 2 tahun setelah Perda tentang 5 tahun “Musnah
aerlanugungjawalian APBD disahlaa
f Jokumen Rancangen Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD 2 tahun setelah Perda tentang | 5 tahun Musnah |
dan Parmwas Kabupaten dan Bantuan Bava Pemilu dari APBD sertanggungiawaban AFBD disahkan
E_Bcrkmpe_m_ben_m_kznljan . aﬂadang;m DPilkada T 2 tahun serelah F‘erda-ﬂerltang- | Stahun | Pcrman. "'E—_
pertanggungjawabkan AFBD disshkan
h. Bohon Ropat Rancangas Peraturan Daerah tentang Filkada, dsn 7 tahun setelah Perda tentang Stahun Permenen
Bantuan Biaya Pemilu dari AFBLD pertanggungawaban AFBD disahkan
1. Nota Persetujuan DPRL tentang Perda APBD Pikada dan Bantuen Biava| 2 tahun setelah Serda tentang Stahun |  Fermanea
Pernilu dari APED pertanggungiawaban APBD disahkan




JANGEA WAKL PENYIMPANAN

' JENIS { SI KETERANG
WO, TENIS } SERIES ARSIP KT AKTE MCAN

1 2 ) 3 4 2
7, IPELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN

PEMILU

1. Derkas Penetapan Dendahara dan Avasan Langeung Bendehara KPUD, 2 tabun satelsh Perda tentang Stahun Permanen
Bendahara pada Panitia Pitcada dan Pernilu pertanggengawaban AFBD disahkan
dan tidale lanjut hasil pemeriksaan
teloh seleam
2. Bérkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Perigadaan Jasa, Bunga, | 7 tahun setelah Perca tentang "Stahun | Musnah

Pelakeanaan PiliadefPermlo

nertanggungiawaban AFBD disshlian
dan tidak lanjut hesil pemeriksaan
telah selesa

3. Berkas Setcr Sisa Dane Pilkada/ Pemilu termasuk Setor Komis: Pengacaan * 2 tahun setelah Perda tentang " Stahun " Musnat
Darang/.Jasa, Rabet, Bunga, Jesa Gire pertanprungjawabon AFBD disshlan
dan tidzk lanjut hasil pemeriksaan
telah selessi
4. Bersas Penyaiuran Biaya Pemik: termasuk diantaranya Bukti Transfer | 2 tahun setelah Perda tentang |  Stabun | Musnah
Bunk pertangpingawaban APBD disahlian
dan tidak lanjut hasil pemerikeaan
telgh selesal
5. Pedomen Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasienal {(FPKQ) 2 tahun setelah Perda tentang | Stahun | Permanen
terrmasuk Perubehan f Pergeseran) Revisinya pertanggungawaban ATDD disehlken
dan tidak lanjut hasil pemeriksaar.
telsh selesci
K. |[PELAKSANAAN ANGGARAN QFERASICNAL PEMILYJ
1. Dolumen Fenyedigan Pernbiavaan Kegigtan Operasionel (FPKO) Pamiln dan 2 tahin setelah tahun angearan 3 tahun Permanen
PPEO Kabupaten termasik Perubahany Pergeseran / Keviainya berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksean telah selesai
2. Herlcas Denyaluran Biaya Perilu termapuk dirntarmnys Bukti Transfer 1 Tahim setatzh diperhaharai dan | & tabon b | Musnah |
Bank tindak lanjut hasil pemeriksaan telah
e —— e e e e e e ———— e . #aloon [ P —
3. Berkas Penyaluran Biaya Pemiu ke PPK, FPS dan KPP5 termasuk ! tahun setelab UU tentang 5 tahun Musnah

diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-tain

pertanggungjawaban APBN dischkan




JAMOKA WAKU PEMNYIMPANAN

j([u} JENIS { SERIES ARSIP T NAKTIF KETERANGAN
1 2 3 4 5.
L. |PEMERINTAHAN DE3A
1. Dokumen Eencana Anggamn Pencapatan dan Belanjz Desa Z tahun getslah tahon anggaran 3 tahun Musnah
eralchir dan tindak lamjut hasid
pemeriksasn telah selesa
BN Program Ketja Pemerintah Desa : ) B Z tahun setelah tahiun anggaran 3 tahun Permanen
a. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa bersichir dan tindak lanjut hasil
17, Renvens Kerjo Perarphonl Diese pemerilcsaan telah aclezai
3. Dolbumen Anggoran Pendopatan don Belanja Desa | 2 tahua setelah tahun anggaran 3 tahun " Bermanen
beralchir
[ 4. Bukti Pungutan Desa o B 2 tahun setelah tahun angpearan 3 tahun Musnah
b alchr
5. Dokumen Pernbebasan Eks Tanah Kas Desa: 2 tahun setelzh serah terima 3 tahun 'Permanen
a. Peraluran Desys tenlang Pembelessan Taosl Kas Desa
h. Pemohenan tentang Pembebasan Tanah Kas Dega
c. Hasil persetujuan frapzt
d. Rekomendeasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah
f. Persctujwar Dupati tentang hasil musyawarah harga tanah kes Dioaa
g. Proees Pelepasen Hak Tansh Eas Dess
h. Pembelian Tensh Pengganti
i. Musyawaran tanah Hak Milik untuk dibeli menjadi peagganti
j+ Rekomendasi Dupati tentang Fersctujuan Jembebaszan Tansh
k. Pelepasan Tanah Hek Milik menjadi Kes Desa
6. Dokumen Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa Selama masih berlaku 140 whun Permanen
a, Sewa Tanah Kes Desa tidak berubah fungsi
b. Sewa lanah Kas Dese berubah fungsi
1}. Peratumn Desa tentang sews -anah kas Desa
2}, Penawaran darn Penyewa
J). Rekomendasi Bupati tentang ijin petdyewaan tanal kas Desa
4). Permohconan [j:n Gubemur
5). Lin Gubernui N
‘7. Dokumen Perubahan Peruntuskan Tanah Kas Desa Selams masih berlaku 2 tahun Permanen

a. Peraturan Desa tentang perubahan peraniukhan Tanadi Kes Dess




JAMNCEA WAKU FENYIMPANAN

i ERIES ARSIP KETEREANGAN
O, JENIS / 3 AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 b
b. Rekomendasi Bupati tentang persetujuan pembebasan tanah
c. ljin fertulis Gubernur
8, Burat Kedudukan Keusngan Kepala Deza dan Pameng 2 tahun setelah tahun anggaran 3 tahun Parmatien
beralhir dan tindak langut hasil
petteriksaat telah selesal
9. Dokumen pelaksanaan anggarzn bantuan Desa yang berasal dari APBN 2 tahun eetelah tahun anggaran | 3 tahan Permanen
berakhir dan tincak lanjut hasil
pemeriksnan telak selasai
10. Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 2'tahun setelah tahun anggaran 3 tahun Permanen
berakhir dan tindak lanjut hasil
pemeriksaan telal selsuai
11. Pembukuan Kas Desa - -  Selama mash berlaku 3 tahun Permanen
a. Bulku Kas Umum
b. Buiw Bantu Pengeluaran
12, Bui&ﬁ-ﬁenge]uarm Keuangan Kas Desa ST ""Z tahun setelah tahua anggeran btahun |  Permanen
berakhir dan tidak lanjut hasil
pemeriksaan telah selesai
13. Laporan Kmangan Kas Desa T - 2 tahun setelah tahun a.ﬁg. garan "3 tahun  Permanen
berakhir dan tidak lanjut heasil
ponctikasan telah acleasal
1E_P_ertan_mung]awabanl{cpa]ancsa Laperan Keuangan Tahuran Deéa] o 2 tahun setelah tahun angga~an 1 tahun Permanen
trerehbin dan Lidak lanjut besil
pemerikszan lelah selesal
M |PEMEERKSAAN/ PENGAWASAN KEJANGAN DAERAH
1. Laporan Hoeil Pemeriksaan Badan Pemerikga Keuangon Republik Indonesia 2 tabun setelah ditindaldanjuti S talnam Permanen
atas Laporsn Kruangsn
¥ tahun sefelah ditindaklatjuti g tahun Permmarien

2 Hasil Pengewasan dan Permnetiksaan nternal




JANCGKS WAKTU FEINYIMPANAN
JENIS/SERIES ARSIF KETERANGAN

ARTIF INAKTIF

2 3 i 5

110}. Hasil Evaluasi penyelengearaan tata kelola kepada badan usaha dan badan
lainnya [Good Corporate Governance f GCG)

D. Hasil Pemantauan i Hﬂnitnrizg 2 tahun setelah proses kegiatan 3 Tahun ‘Muspah
1]. Hasil Moxnitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dinyatakan sclesai dilaksanalen

2]. Hasil Monitoring Penyerepan Anggaran

3). Hasil Perrantauany Monitoring Lainnya

E. Hasil Bimhingan Teknis/Konsultasif Asistensi/ Sosialisasi 2 tahun setelah proses kegiatan 3 Tahun Musnah
1]. Hagil Perrbinaan kapahilitas Aparat Pengawasan [ntern Pemerntah (AFTP dinyatakan sclesai dilaksa n
2]. Hasil Asistersi atas revin laporan keuasgan den kinerja

3]. Hasi] Pelaksanaan sosialisasi, kenaultasi dan bimbngan telnis aluntabilitas
perclenggaraan tata keala kepada badan usahea dan badan lainnya.

ANAL:SIS, EVALUASL, DAN PENGOLAHAN HASIL PENGAWASAN 2 tahun setelah proses kegiatan ATalwun Perinanca
A Analisin, Evalunsi dan Pengelaban Hasil Pengavwassn dinyatakan selesai dilaksanaken

BUPATI >RINGEEW,

dto

SUJADI

JDIH Kabupaten Pringsewu : htip:f fjdih. pringsevmkab.go.id f



LAMPIRAN I :

FERATURAN GJIATE FEINGEEWU

NOMOR g
TANGGAL 10 Lol 01
LURUSAN KEUANGAN
PENY
NQ JENLS PSERTES ARSIE JANGKA WAKTY IMPANAN KETCRANGAN
AKTIF INAKTIF
1 2 3 4 5
1 j5ub Urusan Pengawasan Kevangan -
KEBIJAKAN
Kebijakan bidang pengawasan keuangan negara/dacrah dan pembangunan nasional 2 tmhun s¢jak penetapan kebijakan |3 Tahun FPermanen
hidang perekonomian dan kemantmman, politil, hukum, kasmanan, pembangunan vang terbkaru
manusia, dan kebudayaan, penyelenggarasn keuangan daerab, almntan regara, dan
investigasi
A, Pengkajian dan pengusulan kebijjakan
B. Penyiapan kebijakan
. Perumusen kebijalan
D. Masukan dan dukungen kebijakan
E. Penetapan Nerma, Standar, Prosedur dan kritena (M3PK)
o |REvcANA BinaaABAT e e e  ——— e -
A. HRencana Strafegis Fengawasan 2 tahun sctclah proscs kegiatan 3 Tehun Pertrunaen
dinyatakan selesai dilaksanakan
B. Rencana kerja Pengawesan Tehunam T | itabunseteiah proses cegiatan 3 tehun Musnah
dinyatakan selesal dilakganalzan
C. Rencana Kinerja Tahunan Pengawasan S 7 tahun setelah proses xegiatan | 3Tshun |  Musnah
dinvatakan selesai dilabesakan
D. Penetapan Kineria Tehunen Pengawasan. 2 tahun sejak penetapan yang 3Tahun | Permanen

terbaru




JANGKA WAKTU PENYIMDPANAN

NG JENIS/ SERIES ARSIE KETERANGAN
; AKTIR TNAKTIF
1 2 3 4 5
E. Ralkor Pengawasan Tinghkat Nasienal % tahun setelah proses kegintan 3 Tahun Musnah
dinyatakan selesai cilaksanakan
F. Rakor Pengavmsan Tingkat Daerah 2 rahun setelah pfd&es kegintan 3 Tahun " Musnah
dinyatakan selesai cilaksanakan
3. |HASIL PELAKSANAAN PENGAWASAN
A, Aundit
1]. Hasil Audit Yang HBerskala Mhasiwonal 2 lahun selelab kegiatan 3 Tahiun Fermanen
). Hesil Audil lerhadap peugelulaan poncrimaan pajak, bea dan cukad : dipertanggungjawabkan, diaudit
h). Hesil Audit terhedap pengelelaan Penerimaan Negara Buken Patak pada
Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Waiib Bayar
c). Hesil Audit terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
d}. Hesi! Audit terhadap pemanflaalan Ascl osgsaa/dacrah
&). Hesil Audit terhadap program/ kegiatan strategis di bidang kemaritiman,
ketahsnan energl. ketahenan pangan, infrestruktur, pendicikan dan .
f). Hesil Audit terhadap pembiayasn pembangunai nesional/daecrah :
g). Hesil Aucit Investigasl terhadap penyimpangar yang perindikasi merugikan
keuangan negara/dasrah untuk memhberikan dampak pencegahan vang
h}. Hasil Audit delam rangka perhitungan kerugian kevangan negeara
dan/daershdan pemberian keterangan shli sesuai peraturan perundargan
i}. Hesil Audit Leinnya N o o e
2!, Hasil audit yang tidak berskala nasional 2 tahun setzlah proscs kegiaion {3 Tahun Muasrah

a). Hasil Audit tethadap pongelolasr: pencrimasn pajal, bea dan culai

bj. Haeil Audit terhadap pengelolaan Penernimasn Negarn Eultan Pajak pada
Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajibh Bayar

¢). Hasil Audt terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

d). Hasil Audt terhadap pemanfaatan Aset negera/dacrah

e). Husil Aud t terhadap program/ kegiatan stra'cgis di bidang kemaritiman,
ketahanan energi, ketahenan pangan, infrastruktur, pendidikas dan
keschatan

f). Huwil Audil leshedap penbiayasn pembangunan nesional /dacrah

dinyatakan zelegai dilaksanalian




JANOKA WARTU PENYIMPANAN

ES ARXIF KETERAN{GAN
NO JENIS/ SERIES ARS T — =
1 2 3 4 3
g}, Hesil Aud't Investigasi tethadap penvimpangan yang berindikasi merugikas
keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang
cleklif
h). Hesil Audit delan: rangka perhitungan kerugian keuangan nogata
dan/dacrah dan pemberian keterangen ahli sesaai pereturan perundang
1). Hesil Audit Lainnya
3]. Hasil Pengawasan 2 tahua setelah proses kegiatan 3 Tahun Permanen
a). Hesil Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (kepada dimyratelan selesai dilakaenakan
Presiden { Menteri! Qubernur/bupati/ Walikota).
. Hasil Reviu o T 2 tahua setelah proses kegiatan 3Tahun Musnah
1). Hasil peleksanaan revin atae Lagoien Keuangao iustansi Pemerintaly dimyatakan selesai dilaksenakan
Pusat/Deerah
2|. Hasil pelaksanaan reviu atas Leporan Kinerja instans: Pemerintak:
3. ﬁasillpclaksmaan reviu atas Penvusunan Anggaren inatansi Pemsrintab
Pusat/Dserah
. Hasil Evaluasi o - 2 tahun setelah proses kegiatan 13 Tabun Wusnah
1}. Hasil Evaluasi terhadap pengslelann penctimaan pajak, bea dan cukai dinyatakan ackaai dilakasenakon
2). Hawil Evaluasi lerhadap pengelolann Penerimnaan Negara Bakan Pejalk pada
Instansi Pemerin:ah. Badan Hukum Lain dan Waiib
3). Hasil Evaluas terhadap pengelolasn Pendapatan Asli Dasrah
4}, Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Aset negara/daerah
5). Hasil Evaluasi terhadap program/kegiatan strategis dibidang kemaritiman,
ketahen enerm, Ketatianan pangan, infragukoar, pendidikan dan keaehatat.
a]. Hasil Evaluasi terhadap pembiavaan pembangunan nasicnal/daerah
7). Hasil Fvaluasi terhadap psnerapan gistern pengendalian intern dan sistem
pengendslian intern dan sistemn pengandalian kecurangan yang dapat
mencegah mendeteks! dan mensanghal kerips.
&|. Hasil Evaluasi Hambaten Kelancaran fembangunan
9. Hasil Evaluasi Kinerja Perangkal Pemeriniah Dacrah




4.
5).
6y,
7.
a).
).
10
L1).
L2).

13).
14},
15),
16},

Drerkas Peniluizn PBB
Berkas Peramusan, Pemantauan, dan Pengendalian Kebijakan Tolknes di Didang Peilaion
Berkas Bimbingan Telnis Pendataan den Penilaan

Berkas Peretapan PBB

Berkas Fenerimasan FHEE

Retleag Panagihan PRE

Betkas Pengembalian Kelebihan Pembayaran PEB

Berkas Keberatan, Pengurangan, Pembetutan dan Pembatatan Ketetapan PEB

Berkas Pengurangan, Fembetulan, dan Pembatslan Keterapan PBR

Berlkas Pemearilewon PBR

Beikas Kempensasi PRE

Berkas Pemeliharasn Basis Data PBB Dalam Rangke Pemutskhiran Data Fiutang PBP
Berkas Peng;allhan PBB-P2 1Pagak Bumi tlan Bangunan Sekmr Pedesaan P'c:rlmtaan]

Adminiztrasi bea pcrulcha.n Lick ntas Lanzh dan bangunéan rbphth]

1).

2.
3).
4y,
5]

Admimistras] heg materai

1.
2).
3).
4.
5).
al.
7).

Betkas Penetapan FPHTB

Berkas pengemhalien kelebihan pembayarar, keberstan, dan pengurangen BPHTH
Berkas Keberatan BPHTE

Berlzae Pengurangas BIFHTD

Berkas Pemrrikzaan BPHTB

Berkay Perizinan Mesin Teraan hMaters

Heritas Perizinan Megin Taraan Meterai Diigital

Beritas Pengalihan Salde Mesin Teraan

Bercas Perizinan Penggunaan Teknologi Percetakan Materai
Berleas Perizinen peaggunaan Sistem Komputerisas] Vaterad
Berkas Adminisirasi Permungutan Rea Materai

Berkas Pengawasan Beo Materai

2 Tahun [ 3 Tahun Musnah

"2 tahun setelah suatu penjman 3 Tahun Musneh

masa berlakunya berakhir

BUPATI PRINGREWT

dto

SULIATH




LAMPIRAN[II : RERATURAN BUPATI PRINCSEWU
NOMOR -l
TANGGAL 10 Aari) 2013
JRUSAN KELUANGAN

JANGHEA WAKTU SIMPAN

JEHIS { 3ERIES ARSIF AKTF IRASTIE KETERANGAN
F 3 3 5
FPEMERIK2AAMN KEUANGAN
A. Kebjaken
Kebjaksn bidang pemeriksaan atas pengelolasn dan tangguag jawab kcumggl.n negara yang |2 tahun sejpk penecapan keputusan| 3 Tehun Permane:
dilpiukan oeh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daeran, Lembaga Megara lainmya, Sank yarg berbar

Indonesia, Badan 1Jeaha Milis Negara, Badan Lavanan Umum, Badar Usaha Milik Daerah,
dan lemnbaga atau badar, lain yang mengelols kenangan negara

1j. Penglkejian dan pengusulan kebijakan
2}. Penyiapan kebjaken
3}. Perumusan kebijaken
4}, Ma=sukan den dukungan kebijakan
5). Penetapan Norma S$tandar Zrosedur dan Knteria (NSPK,
B. Rencana Pemeriksaan [Iapn-:sm {eumi.;_n ﬁnmja, TujuaEI_Tertentu;PDTI'}

1]. Hencena Strapegic pemerilosaan 2 sejak berakhirnya masa sam 3 Talnan Permanen
tahun anggaran
2|. Rencana Kerja pemerilsaan Tealaian 2 sejals berakhirnya masa sacu 3 Tahwun Musanah
tahun anggeacan
IC. Polaksanuss pemeriksasn o B 1 z2wwn 3Teluy |  Musmoh
1). Kertag Kerja Pemeriksaan (XKFi Permanen Terhadap tindekan

kriminal terhadap kasus
korupsi, Money Laundry dengem
ancaman 3 tahan keatas serta
kezus perdata yang secara

a). Indeka A |Persiapan Prlaltsanean Pemeriksaani
bj. Indeks B [Data peadulouny pemerikaasn)
t]. Indeks O (Laporan Hasil Pemeriksion /Laporen Audite: Tdependen)

7). Risalah Pembahasan Konsep Hasil Pemzriksaan dengan Tim Riviu, Pengendzli Teknis, arbitrase terknit dengan
Penangpung Jewak sengheta terhadap kekayaan
3. Risalah Pembahasan Opind alam, wilayah dan aset negara

dinyatalian tass simpanoya




4). Laopwiwo Hasil Pemeriksaan (LIIP Prmerintab Masat, Pomerintah Deoerah, Jembaga
Negara lairnys, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,
Badan Uscha Milik Dazrali, dan lembaga atau baden lan yang mengelola keuangan
necgarn yang diaamaailmn

[. Pemantauan Pemerikanan
1}, Acdon Plan |dibuat oleh Entitas Pemenksazt)
2). Daftar Rinclan Hasl Pemeriksaan {DREF)
3). Tindek Lanjul; Taipgeopra: atas Hasil Feniesikaann
4). Hasil pernhahasan atas Tindak Lanjut/Tangegapan Hasil Pemeriksaan
§). Lanoran Pemantavan Tindak Lanjut Rekomendasi Has{ Pemericsaen (ILEHP)

E. hemglml N:gu.rnf Daerats

1). Himmmean dan Tabulasi Masalah Ketugian Negera beserta date pendukungnya
2. Hasil Tuntutan Perbendabaraan dan Tuntitan Gantl R.lg; [TP TGR] beaerta data

F. Ikhtisar Hazil Pemenksaarn {-}emester,I’Tahunﬂn [IHPE,." [HP’T];I—Ias.il Ptmer!ksaan

PEMMRAN DAN ANALIZIS TRAI'ISA]{SI KETTANG AN
A, Kekijakan:
Jana peacucian uang dan pendanaan terorisme
1). Penglajian dan pengusulan kebijukan
7). Penyiapan Kebijakan
J).  Perumusaa kebijakan
4y, Penetspan kebijakan
5. Morme Standor Proscdar Kriteria (N2TK)
6. Mo
7). Standar Operasional Prosedur

B. Pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pmﬂanaan “erorsme
1}, Pelaporan
a]. Pengelolaan pelaporaa

2 Tahumn

2 takun

1 T]‘a_uh__l.l.n

3 Tahun

3 Tahun

s Tahun

' 1__"1_'a11{.£"' I

yang terbarnt

2 Tahun ssiak peretapen cebialtan

2 tahun setelah proses hegintan
dinyatekan selesai diaksanakan

3 Tahun

3 Tahun

Musnah

Permeanen Terhadap tindakan
hrimionl b liadap Kasua
korupai, Money Laundty dengan
arcaman 5 tahun keatas serta
kazsus perdeta yang accara
srbitrase terkail dengan
sengketa tethadap keliayasan
alam, wilaynh dan aset negera
dinyataican mase simpannya

'M'n-unal"

Musnah
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